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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul “Peranan Ombudsman Dalam Mencegah Tindak 

Pidana Korupsi Berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal.” Ombudsman selaku 

lembaga pengawas kebijakan publik yang berdiri di garis terdepan dalam 

penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam mengentaskan korupsi hukum 

pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan 

kejahatan yang efektif. Mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku 

tindak pidana yang berada diluar proses peradilan. Celah yang ditinggalkan 

pendekatan penal (pidana) dapat ditutup dengan pendekatan non penal dengan 

melakukan  pencegahan tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di lembaga 

pemerintahan oleh Ombudsman. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas 

yaitu : 1. Apa peranan Ombudsman dalam mencegah tindak pidana korupsi. 2. 

Bagaimana upaya Ombudsman melakukan pencegahan tindak pidana korupsi 

berdasarkan kebijakan hukum non penal. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui 

peranan Ombudsman dalam mencegah tindak pidana korupsi dan upaya 

ombudsman dalam melakukan pencegahan  tindak pidana korupsi berdasarkan 

kebijakan hukum non penal. 

Kata Kunci : Ombudsman, Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Hukum Non Penal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kekuasaan selalu tidak terpisahkan dari hal-hal negatif, namun kekuasaan 

juga mengandung hal positif. Adagium Power tends to corrupt, absolute power 

corrupts absolutely, demikian dikatakan oleh Lord Acton (1887) dalam Gati 

(2000). Mochtar Kusumuaatmadja dari jauh hari mengatakan “hukum tanpa 

kekuasaan hanyalah angan-angan dan kekuasaan yang dijalankan tanpa hukum 

adalah anarki.” Oleh karena itu, hukum, kekuasaan, dan korupsi memiliki 

hubungan yang sangat erat seperti saudara sedarah. Dalam keadaan yang ideal 

seharusnya keluarga ini tidak mengalami pertumbuhan yang baik didalam 

pemerintahan yang demokratis, yang dimana sistem check and balances sudah 

benar-benar berdiri sendiri.  

Namun dalam penyelenggaraan demokratisasi negara transisi seperti 

Indonesia sistem check and balances dilahirkan sebagai anak cacat, ketimpangan 

posisi penguasa dan masyarakat tampak terlihat, tanpa rasa malu kebanyakan 

penyelenggara negara tidak rela untuk diawasi. Sebaliknya masyakat juga belum 

mau menerima bahwa sistem tersebut juga berlaku bagi mereka. 

Istilah “tipis telinga” atau “arogansi sektoral” merupakan gambaran 

penguasa yang belum dewasa untuk berdemokrasi. Kemunafikan dalam 

menjalankan pemerintahan sering terjadi dengan alasan kepentingan rakyat 

banyak. Agenda pemberantasan korupsi yang kini tengah digalakkan cenderung 

menjadi pemanis bibir semata karena ada banyak sikap dan perbuatan 

penguasa/wacana penegak hukum yang bertentangan dengan agenda tersebut.
1
 

Perubahan fenomena sosial yang terjadi mengubah budaya masyarakat 

yang tadinya budaya malu telah berubah menjadi budaya serakah. Sistem hukum 

pidana telah mengukuhkan sikap individualistis dalam artian sudah menjadi 

prinsip hukum, kejahatan merupakan pertanggungjawaban pelaku berdasarkan 

                                                           
1
 Ermania Widjajanti, Septa Candra, 2016, Pemikiran Romli Atmasasmita (Tentang 

Pemberantasan Korupsi di Indonesia), Jakarta, Fajar Interpratama, hlm. 3-4 
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kesalahan harus diletakan pada yang bersangkutan.
2
 Namun menjadi sangat ironi 

stigma ini tidak menumbuhkan budaya malu pada setiap pelaku kejahatan, tapi 

malah menumbuhkan rasa tidak bersalah dan dipersubur oleh asas praduga tidak 

bersalah (Presumption of innocence). 

Rasa tidak bersalah dan keserakahan menjadi penyemangat penguasa 

memangsa kesejahteraan masyarakat. Persoalan terbesar dalam tubuh negara kita 

adalah korupsi. Korupsi ini merupakan tindak pidana khusus karena diatur dalam 

undang-undang tersendiri. Secara umum penanganan dan penegakan hukumnya 

juga berbeda dari tindak pidana pada umumnya, mengingat korupsi merupakan 

extra ordinary crime yang harus didahulukan penanganannya dibanding tindak 

pidana lain.
3
  

Praktik kotor ini sudah bersifat sistematik dan meluas sejak masa Orde Baru 

sampai saat ini. Bukti-bukti korupsi sistematik dan meluas sangat nyata sejak 

1960an seperti kasus mega korupsi di bidang migas (kasus balongan), bidang 

pelayanan publik (pajak, listrik, imigrasi, notariat), bidang pengadaan barang dan 

jasa, korupsi pada pengelolaan sumber daya alam kehutanan 1966 hingga bidang 

keuangan dan perbankan, terdapat kasus seperti BLBI yang muncul sejak 1998.
4
 

Dampak buruk korupsi secara sistematik dan luar biasa masih dirasakan 

sampai saat ini. Anggaran pendidikan tidak pernah mencapai patokan maksimal 

dalam APBN (20%). Kemiskinan pun tidak berkurang secara signifikan, 

sementara pendapatan per kapita per tahun kita terendah di Asia (USD 800) 

tingkat human investment berada diperingkat 120 terendah diseluruh dunia, 

sumber daya alam pun mengalami kerusakan sangat luar biasa karena korupsi.
5
 

Pengertian Korupsi menurut Transparency International (TI) adalah 

perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri. Yang secara tidak wajar 

dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan 

                                                           
2
 Ibid, hlm. 18 

3
 Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Jurnal Al'Adl, Volume 

IX Number 3, Desember 2017, Didownload pada 

https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-

d20073e1.pdf. Diakses 10 September 2020 Pukul 17.28 WIB. 
4
 Ermania Wijajanti, Septa Candra, Op.Cit., hlm. 65 

5
 Ibid, hlm. 66 

https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf
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kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik  yang di percayakan 

kepada mereka.
6
 Pengertian korupsi secara normatif terdapat pada pasal 2 ayat 1 

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

disebutkan : 

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 

2001 ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis,  

1. Kerugian keuangan negara  

2. Penyuapan 

3. Pemerasan  

4. penggelapan dalam jabatan  

5. Kecurangan 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, 

7. Gratifikasi. 

 Pemahanan makna korupsi di Indonesia sering dibelokkan dengan maksud 

terselubung untuk melakukan pembenaran atas perilaku diri sendiri atau 

kelompok atau aparat penyelenggara negara. Kelompok ini memaknai korupsi 

hanya dengan sebagai tindak pidana korupsi, dengan kata lain hanya mengakui 

dan menganggap korupsi apabila seseorang diambil tindakan hukum berdasarkan 

undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana 

dimaksud oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo undang-undang nomor 31 

tahun 1999. 

                                                           
6
 ACLC.KPK, Apa itu korupsi, https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-

korupsi/infografis/apa-itu-korupsi. Diakses 17 Oktober 2020 Pukul 09.42 WIB.   

https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi
https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi
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 Tolak ukur pemberantasan korupsi semata-mata adalah rangkaian tindakan 

hukum oleh aparat yang menggunakan perangkat undang-undang pemberantasan 

korupsi dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta peradilan 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 

 Area penanganan korupsi dalam arti ini berada di seputar kepolisian, 

kejaksaan, KPK serta pengadilan. Sebagai akibatnya para pelaku dengan mudah 

bersembunyi atau membebaskan diri dibalik undang-undang formal dan 

prosedural dengan mengandalkan asas praduga tak bersalah, rule of law, putusan 

yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, proses hukum yang sedang berjalan 

dan lain-lain. 

 Mengartikan serta meninjau korupsi seharusnya tidak semata-mata 

berdasarkan perundang-undangan saja karena jika demikian akan berbenturan 

dengan masalah interpretasi unsur-unsur pembuktian serta prosedur penanganan. 

 Bahwa hukum tidak mengakomodir perilaku koruptif hal mana ternyata 

dari rumusan undang-undang tindak pidana korupsi hanya mencakup tiga elemen 

yaitu: 

a. secara melawan hukum memperkaya diri 

b. menyalahgunakan kewenangan/jabatan 

c. merugikan negara 

 Betapa bersarnya perbedaan persepsi mengenai korupsi hal mana dapat 

dirasa dalam menyikapi suap; negara maju menyikapi suap identik dengan 

korupsi. Namun di Indonesia korupsi identik dengan mengambil uang negara.
7
 

Pada umumnya korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan 

dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan 

dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir.
8
 

Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan 

bukan hanya terjadi disektor komersial atau kekuasaan birokrasi intansi 

                                                           
 

7
 Antonius Sujata, 2005, Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan 

Korupsi serta Pelaksaan Pemerintahan Yang Baik, Jakarta, Komisi Ombudsman Nasional, hlm. 7 
8
 Deyv Ch. Rumambi, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal 

Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014, hlm. 78, Didownload pada 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6133/5648. Diakses 8 

September 2020 Pukul 02.13 WIB. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6133/5648
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pemerintah saja namun juga dalam organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial. 

Hal ini telah mendorong banyak pihak untuk melakukan pemisahan fungsi dalam 

organisasi.
9
 

Kejahatan ini tumbuh dalam tubuh pemerintahan, dilakukan oleh para elite 

dan diberi istilah Bandit Berdasi (BB) terkait dengan kejahatannya yang disebut 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kejahatan ini dipandang ini dipandang 

sebagai sebab utama terpuruknya republik tercinta ini kedalam lembah 

kehancuran. Kita pernah menyandang nama bangsa terkorup pada tahun 2003 

berdasarkan  laporan tahunan tranparancy international (TI). Di Berlin, Jerman 

menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor 6 dari 133 negara yang 

diteliti.
10

  

Mengapa Indonesia termasuk dalam ranking negara paling korup;
11

 

1. Secara Kuantitatif yang dirasakan oleh banyak orang dalam 

masyarakat memang memberikan petunjuk adanya praktek-praktek 

koruptif yang berada pada banyak tempat serta sektor-sektor 

masyarakat dalam proses memperoleh pelayanan. 

2. Secara Substantif suasana korupsi banyak kita rasakan ketika 

masyarakat sulit memisahkan antara suatu tindakan yang kenyataan 

nya membebani masyarakat namun warga tidak dapat berbuat lain 

karena warga tersebut mendapat pelayanan tertentu. Pembebanan 

dilakukan dalih antara lain untuk perbaikan fasilitas, tidak adanya 

anggaran, atau untuk kepentingan umum. Lebih dari itu kemudian 

berbagai penyimpangan ini dilegitimasi melalui suatu produk yang 

tertulis sehingga penyimpangan tersebut resmi berlaku secara 

mengikat atau sebagai suatu kebijakan. Dengan kata lain disini kita 

sulit membedakan antara suatu penyimpangan/kejahatan dengan suatu 

kebijakan/aturan perundang-undangan. 

                                                           
9
 Haryono Umar, Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi, hlm. 3, 

https://www.neliti.com/publications/74009/pengawasan-untuk-pemberantasan-korupsi. Diakses 8 

September 2020 Pukul 03.46 WIB. 
10

 Suhartono W. Pranoto, 2008, Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah Merangkai Hasil 

Kejahatan Paca-Reformasi, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 10 

 
11

 Antonius Sujata, Op.Cit., hlm. 9 

https://www.neliti.com/publications/74009/pengawasan-untuk-pemberantasan-korupsi
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3. Salah satu indikasi suasana koruptif di Indonesia adalah banyaknya 

penyelenggara pemerintah negara memegang jabatan rangkap baik 

dalam pemerintahan, institusi kenegaraan, swasta, organisasi secara 

serentak sehingga tentunya dapat menimbulkan potensi conflict of 

interest dalam melaksanakan berbagai jabatan secara bersamaan. 

Akibat dari konflik kepentingan ini selain kecenderungan terjadinya 

penyimpangan juga dapat juga berupa kebijakan dan ataupun tindakan 

yang bersifat koruptif. 

Membangun negara hukum yang bebas praktik korupsi harus melibatkan 

seluruh elemen. Selama ini strategi di Indonesia lebih terfokus pada penindakan 

(repressif measures) hal ini merupakan masa disorientasi yang sangat fatal. 

Karena tidak ada keseimbangan antara 4 strategi KAK 2003 (Konvensi 

AntiKorupsi 2003). KAK 2003 menyiapkan 4 strategi yang memiliki saling 

ketergantungan satu sama lain. Keempat strategi tersebut ialah tindakan 

pencegahan, penindakan, pengembalian asset hasil korupsi (asset recovery) dan 

kerjasama internasional.
12

 

Sejak lima puluh tahun lampau perspektif penegakan hukum di Indonesia 

masih dikuasai oleh Kantianisme yang mengedepankan retributivinisme. 

Perspektif Kantianisme yang menitikberatkan kepada aspek pemenjaraan semata-

mata, terbukti yang kurang efisien jika dibandingkan dengan dampak lanjutan 

penuh sesaknya lembaga pemasyarakatan dan hampir dapat dipastikan, tidak ada 

kata jera dalam dunia kriminal. Perspektif Kantianisme sudah ditinggalkan oleh 

negara maju termasuk Belanda karena diyakini tidak produktif dalam upaya 

memerangi kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan telah 

terbukti pemborosan anggaran negara.
13

 

G P. Hoefnagels  menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, 

yaitu : penerapan hukum pidana (criminal law application); pencegahan tanpa 

pidana (prevention without punishment); mempengaruhi pandangan masyarakat 

tentang kejahatan ; dan pemidanaan melalui media masa ( influencing views of 

                                                           
12

 Ermania Wijajanti, Septa Candra, Op.Cit., hlm. 13 
13

 Ibid, hlm. 35 
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society on crime and punishment/mass media).
14

 Berdasarkan pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan kejahatan korupsi secara umum dapat 

ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Keduanya dalam 

fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.  

Kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law 

policy/strafrechtspolitiek), yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan 

untuk masa yang akan datang.”
15

 Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai 

sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk 

dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-

norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana 

terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. 

Apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan tindak 

pidana korupsi dengan menggunakan sarana penal bukan kebijakan yang 

strategis, karena kebijakan mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa 

kelemahan (sisi-sisi negatif). Jadi, jika dilihat dari sudut kebijakan, maka 

penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, 

cermat, hemat, selektif dan limitatif.
16

 

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan 

yang didahulukan dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut 

Sudarto bahwa secara kasar dapat dibedakan “Upaya penanggulangan kejahatan 

lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/ 

pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal 

lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencagahan/ penangkalan/ 

pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar 

bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan 

preventif dalam arti luas.”
 17

 

                                                           
14

 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Semarang, Prenada Media Group, hlm. 5 
15

 Ibid, hlm. 26 
16

 Ermania Wijajanti, Septa Candra, Op.Cit., hlm. 48 
17

 John Kenedi, Kebijakan Kriminil (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia 

Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), AL-IMARAH : Jurnal Pemerintahan dan 
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Kehadiran lembaga-lembaga ekstrakonstitusional untuk memperkuat 

barisan penegak hukum telah dilakukan mulai dari pembentukan Komisi 

Ombudsman Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, 

Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, yang ditugasi sebagai lembaga pengawas 

eksternal, dan bahkan KPK ditetapkan sebagai lembaga penegak hukum dengan 

wewenangnya yang sangat luas dibandingkan kepolisian dan kejaksaan.
18

    

Melibatkan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan akan 

lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh 

masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi 

yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, 

wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi, bahwa dalam 

penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan 

pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur 

pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
19

 

Berdasarkan amanat yang termuat dalam Pasal 2 ayat 6 TAPMPR Nomor 

VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan 

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berisi :
20

  

“Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk 

membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan 

pencegahan korupsi yang muatannya meliputi: 

a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

b. Perlindungan Saksi dan Korban; 

c. Kejahatan Terorganisasi; 

d. Kebebasan Mendapatkan Informasi; 

                                                                                                                                                               
Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 19, Didownload pada 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889. Diakses 20 

Oktober 2020 Pukul 21.51 WIB. 
18

 Ermania Wijajanti, Septa Candra, Op.Cit., hlm. 21 
19

 Konsideran Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 

2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional 
20

 Lihat Pasal 2 ayat 6 TAPMPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang 

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889
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e. Etika Pemerintahan; 

f. Kejahatan Pencucian Uang; 

g. Ombudsman.” 

Tujuan dibentuknya Ombudsman termuat dalam pasal 4 huruf d Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia berisi :
21

 

“Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan 

dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, 

korupsi, serta nepotisme.” 

 Ombudsman dan produk ketetapan nya dapat dijadikan patokan sebuah 

lembaga dan penggeraknya menjalankan fungsi dengan mengedepankan prinsip 

kehati-hatian atau tidak. Dalam dunia administrasi dikenal maladministrasi yang 

menjadi pintu awal masuknya dugaan korupsi. Pengertian Maladministrasi 

termuat dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia berisi :
22

 

“Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, 

melampui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari 

yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau 

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang 

menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan 

orang perseorangan.”  

Setiap potensi korupsi yang terdapat dalam maladministrasi tersebut, 

hendaknya menjadi perhatian dan juga sikap hati-hati dari penyelenggara negara 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, untuk menghindari penyimpangan 

dan menciptakan pelayanan publik prima serta upaya menuju penyelenggaraan 

negara yang bebas korupsi.
23

 

                                                           
21

 Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4899) 
22

 Ibid, Pasal 1 angka 3 
23

 Ratna Sari Dewi, Potensi Korupsi dalam setiap Maladministrasi, 

https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-korupsi-dalam-setiap-maladministrasi. 

Diakses 17 Oktober 2020, Pukul 15.02 WIB. 

https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-korupsi-dalam-setiap-maladministrasi
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Kelemahan strategi di Indonesia selama ini adalah penindakan yang tidak 

diimbangi dengan strategi pencegahan yang memadai dan pelaksanaan yang 

konsisten. Akibat kelemahan maka keberhasilan pemberantasan korupsi di hilir 

tidak mutatis mutandis refleksi keberhasilan di hulu. Ketimpangan dan 

kesenjangan dua strategi ini menyebabkan rencana pemberantasan korupsi hanya 

berakhir pada lingkaran ketidakberhasilan yang tidak berujung.
24

 Kita telah 

menghabiskan banyak waktu, uang, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan 

persoalan korupsi namun sampai saat ini belum menunjukan keberhasilan. 

Melihat negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni 

Eropa. Tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi di level internasional 

terbanyak diraih oleh negara-negara yang melaksanakan pelayanan publik secara 

transparan, akuntabel, dan dijalankan oleh aparat birokrasi yang memiliki 

integritas tinggi dan diperkuat dengan tingkat kesejahteraan aparat birokrasinya 

yang memadai.
25

 

Dengan adanya Ombudsman RI dan kewenangannya dalam menerapkan 

sistem injunction hanya menjatuhi denda administratif tanpa penuntutan pidana, 

dan mewajibkan tersangka memenuhi syarat antara lain bersedia diaudit 

manajemen perusahaan dan restrukturisasi manajemen. Ketidakpatuhan terhadap 

syarat tersebut diancam pidana penjara dan pidana denda serta pencabutan izin 

usaha.
26

 Ancaman pidana jika menghalangi pemeriksaan oleh Ombudsman 

tercantum dalam Pasal 44 yang berisi :
27

 

“Setiap orang yang menghalangi dalam melakukan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu 

miliar rupiah).” 

Bangsa Indonesia memiliki harapan untuk menciptakan birokrasi yang 

transparan, berintegritas dan mencegah setiap potensi korupsi. Dari uraian latar 

                                                           
24

 Ermania Wijajanti, Septa Candra, Op.Cit., hlm. 117 
25

 Ibid, hlm. 117-118 
26

 Ibid. 
27

 Lihat Pasal 44 Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4899). 
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belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

guna menyusun Skripsi dengan judul PERANAN OMBUDSMAN DALAM 

MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEBIJAKAN 

HUKUM NON PENAL 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka di identifikasi 

masalah pembahasan skripsi ini dalam beberapa pertanyaan hukum sebagai   

berikut: 

1. Apa Peranan Ombudsman dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi? 

2. Bagaimana Upaya Ombudsman Melakukan Pencegahan Tindak Pidana 

Korupsi berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal?   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui Peranan Ombudsman dalam Pencegahan Tindak Pidana 

Korupsi 

2. Untuk mengetahui upaya ombudsman dalam melakukan Pencegahan  

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum terutama pada hukum pidana dan 

menambah wawasan untuk mengetahui peranan Ombudsman dalam 

mencegah tindak pidana korupsi dalam ranah pemerintahan dan 

bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan 

kebijakan hukum non penal. 

b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan sumber informasi dan wadah bagi masyarakat untuk 

turut serta mencegah dan memerangi tindak pidana korupsi. 

b. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

referensi, bahan kajian, sumber informasi bagi masyarakat, pegiat 

antikorupsi bahwa pencegahan korupsi dapat dijadikan senjata untuk 

menekan perkembangan tindak pidana korupsi. 

E. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka ruang 

lingkup penulisannya dititik beratkan pada peranan Ombudsman dalam mencegah 

tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya ombudsman melakukan pencegahan 

tindak pidana korupsi berdasarkan kebijakan hukum non penal. 

F. Kerangka Teori 

Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah : 

1. Teori Peran  

Selama dimasyarakat ada yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti ada 

yang dihargainya, maka barang sesuatu dapat menjadi bibit yang menumbuhkan 

adanya sistem lapisan dalam masyarakat tersebut. Setiap masyarakat memiliki 

pandangannya sendiri terkait hal berharga, ada yang menggangap hal berharga 

dari bentuk secara fisik atau nilai ekonimis seperti harta benda bahkan mungkin 

berupa kekuasaan dan namun ada juga yang menganggap hal berharga itu hal 

yang tidak terjamah secara fisik sebut saja ilmu pengetahuan, kejujuran, kesalehan 

dalam agama dan seterusnya. Barang siapa yang memiliki hal berharga yang 

banyak memiliki tempat tertinggi didalam lapisan masyarakat. Sistem lapisan 

masyarakat tadi disebut juga social stratification yaitu pembedaan masyarakat 

kedalam kelas-kelas secara bertingkat.
28

 Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku 

dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan 

(status) dan peranan (role). 

                                                           
28

 Soerjono Soekanto, 2004, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta , PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm. 89 
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Teori Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, 

psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi 

maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa 

digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain 

sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 

berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan 

posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.
29

 

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran 

yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. 

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : 

harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – 

kewajiban dari pemegang peran, dan harapan – harapan yang dimiliki oleh 

pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang 

berhubungan dengan dalam menjalankan peranan nya atau kewajiban-

kewajibannya.
30

 

2. Teori Pengawasan  

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015, p.653) pengawasan dapat di 

definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan 

efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Menurut 

Moekizat dalam Satriadi (2015, p.289) pengawasan adalah hal yang dilakukan, 

artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu 

mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana. 

 Menurut LAN (Amstrong) dalam Satriadi (2016, p.289) pengawasan 

adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan 

kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-

ketentuan yang telah di tetapkan. Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam 

Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan 

                                                           
29

 Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 

hlm. 215 
30

 H. R. Abdussalam, 2007, Kriminologi, Jakarta, Restu Agung, hlm. 23 
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seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut The Liang 

Gie (Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah pemeriksaan, 

mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki. 

3. Teori Kebijakan Hukum Non Penal  

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga 

komponen yaitu Criminology, Criminal Law dan penal policy dikatakannya 

bahwa Kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah ilmu sekaligus seni yang 

mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan 

undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.
31

 Jadi kebijakan hukum 

pidana penal policy bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis 

normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dlakukan dengan 

berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial 

lainnya termasuk kriminologi. 

Menurut G. P. Hoefnagles,
32

 upaya penanggulangan kejahatan dapat 

ditempuh dengan : 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);  

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan  

c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mass media (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media). 

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) 

dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Didalam Pencegahan tanpa 

pidana (prevention without punishment) terdapat : 

1. Social policy (kebijakan sosial) 

2. Community planning mental health (perencanaan kesehatan mental 

masyarakat) 

                                                           
31

 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 23 
32

 Ibid, hlm. 45 
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3. National mental health social work child welfare (kesejahteraan anak dan 

pekerja sosial) 

4. Administrative & civil law (penerapan hukum administrasi dan hukum 

perdata) 

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal yang lebih bersifat 

pencegahan maka fokusnya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-

masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan atau mensuburkan kejahatan.
33

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi.
34

 

Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Dalam Menyusun skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian 

Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum 

yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, 

baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang 

di lakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan 

untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik 

maupun arsip.
35

 

2. Pendekatan Penelitian  
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach)  

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) merupakan 

pendekatan yang digunakan oleh penulis melalui mengkaji atau menganalisis 

semua undang-undang yang erat kaitanannya dengan permasalahan penelitian 

                                                           
33

 Ibid, hlm. 45-46 
34

 Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 

hlm. 32 
35

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & 

Normatif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280 
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yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan 

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan atau isu hukum 

yang sedang dihadapi.
36

 Dengan demikian, pendekatan penelitian ini akan lebih 

condong kepada legislasi dan regulasi. 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual (conseptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam 

penelitian hukum yang dapat membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan jenis ini melihat 

dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang telah 

berkembang.
37

 

3. Sumber Data  

Penulis dalam melakukan penelitian hukum empiris berdasarkan kedua 

jenis pendekatan tersebut membutuhkan data sekunder yang merupakan data 

sebagaimana diperoleh melalui penelusuran terhadap bahan kepustakaan. Dalam 

buku penelitian hukum karangan Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada 

dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan 

adalah bahan hukum.
38

 Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan 

narasumber secara langsung. Wawancara yang akan dilakukan kepada informan 

utama yaitu Pihak Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan. Sedangkan data 

sekunder merupakan kitab-kitab, buku-buku, dan media lain yang dapat 

menunjang dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Ombudsman kota Palembang Jln 

Radio No. 01 Kel. 20 Ilir DIV, Kec. Ilir Timur 1, Palembang. 

                                                           
36

 Zulfi Diane Zaini, Media, “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan 

Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”, Didownload pada 

https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-

normatifdan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf. Diakses 1 November 2020 pukul 20.20 

WIB. 
37

 Ibid. 
38

 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

hlm. 35 

https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatifdan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatifdan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf


  

 

17 

 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generaliasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan katakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
39

 Populasi yang 

menjadi Target Penelitian adalah seluruh pihak yang bersangkutan di Kantor 

Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
40

  

a. Subkomisi Pencegahan 

b. Subkomisi Klarifikasi, Monitoring, dan Pemeriksaan 

Pemilihan sampel ini dilakukan yang dipilih oleh penulis dalam membuat 

penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling yang merupakan sampel yang 

diambil adalah memang kriteria yang telah disesuaikan penulis dengan apa 

yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang tepat serta akurat dalam penelitian ini, maka 

akan ditempuh prosedur sebagai berikut : 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung 

pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan 

dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan 

wawancara. 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 

                                                           
39

 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung, 

Alfabeta, hlm. 117 
40

 Ibid, hlm. 118 
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literatur seperti buku - buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan 

peraturan perundang - undangan.  

6. Analisis data 

Penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis 

data yang diperoleh. metode kualitatif dapat dilakukan secara deskriptif dari data 

primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan 

yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

7. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan 

metode induktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-

fakta yang ada dan penjelasan secara umum. Hal ini dilakukan dengan alasan 

karena penelitian dilakukan pada Ombudmsan Sumatera Selatan yang ini adalah 

sampel khusus lalu ditarik menjadi persoalan secara umum. 
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